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Abstract 
This study aims is to examine the effect of taxpayer perceptions about the implementation of 
Government Regulation 23 of 2018 (income tax on income received from or obtained by 
taxpayers who have certain gross circulation) and taxation understanding to taxpayer 
compliance with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with taxation socialization 
as a moderating variable. Data is obtained from questionnaires filled by MSME respondents 
in Depok City in January 2019. A total of 95 questionnaires were returned with complete and 
manageable conditions. The analysis is done by multiple regression using the SPSS version 
25.00 windows program. Hypothesis testing results show that taxpayer perception about the 
implementation of Government Regulation 23 of 2018 and taxation understanding have a 
positive effect on MSME taxpayer compliance, tax socialization cannot strengthen taxpayer 
perception about the implementation of government regulation 23 of 2018 to MSME taxpayer 
compliance, and tax socialization cannot strengthen taxation understanding to MSME 
taxpayer compliance. 
 
Keywords : Taxpayer perception about the implementation of Government Regulation 23 of   
                  2018; taxation understanding; MSME taxpayer compliance; taxation socialization. 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak tentang implementasi 
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 (pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima 
dari atau diperoleh wajib pajak yang memiliki sirkulasi kotor tertentu) dan pemahaman 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating. Data diperoleh dari 
kuesioner yang diisi oleh responden UMKM di Kota Depok pada Januari 2019. Sebanyak 95 
kuesioner dikembalikan dengan kondisi yang lengkap dan mudah dikelola. Analisis dilakukan 
dengan regresi berganda menggunakan program windows SPSS versi 25.00. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang implementasi Peraturan 
Pemerintah 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM, sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat persepsi wajib pajak tentang 
implementasi Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 
dan sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat pemahaman perpajakan untuk kepatuhan wajib 
pajak UMKM. 
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PENDAHULUAN 
 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, 
dan ditopang melalui peneriman pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang 
pembangunan nasional (Samman, 2015). Hal ini dapat terlihat pada realisasi pendapatan tahun 
2015 sampai tahun 2018 penerimaan perpajakan yang terus meningkat dari tahun ke tahun 
dengan mencapai angka 80% dari total realisasi pendapatan. Dalam APBN 2018 arah kebijakan 
fiskal masih bersifat ekspansif dan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna 
meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing (kemenkeu.go.id, 2018). 
Pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun dalam APBN 2018. Jumlah 
tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun dan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,2 triliun. 
Penerimaan perpajakan mencapai 85,4% dari total pendapatan negara. Lebih lanjut, 
pendapatan negara ini tercermin pada grafik di bawah ini terkait dengan realisasi pendapatan 
negara pada tahun 2013 hingga 2018. 
 
 
 
Gambar 1 
Realisasi Pendapatan Negara 
 
 sumber: https://www.kemenkeu.go.id/, maret 2019 
 
Dalam pertumbuhan ekonomi negara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
semakin menunjukkan perannya. 
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              Tabel 1 
 Persentase Dominasi Sektor UMKM  
 
Indikator 2016 2017 Perkembangan 2016-
2017 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 
Usaha Mikro, kecil dan 
Menengah (UMKM) 
61.651.177 99,99% 62.922.617 99,99% 1.271.440 2,06% 
Usaha Besar (UB) 5,370 0,01% 5,460 0,01% 90 1,66% 
Jumlah Unit Usaha 61.656.547  62.928.077    
       
Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) 
112.828.61
0 
97,04% 116.673.41
6 
97,02% 3.844.806 3,41% 
Usaha Besar (UB) 3.444.746 2,96% 3.586.769 2,96% 142.023 4,12% 
Jumlah Tenaga Kerja 116.273.35
6 
 120.260.18
5 
 3.986.829  
       
Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) 
7.009.283 59,84% 7.704.636 60,00% 696.353 9,92% 
Usaha Besar (UB) 4.703.168 40,16% 5.136.223 40,00% 433.056 9,21% 
Jumlah PDB atas dasar 
harga berlaku 
11.712.451  12.840.859  1.128.406  
sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, maret 2019 
 
 Dapat dilihat pada diatas dominasi sektor UMKM semakin meningkat mulai dari 
jumlah unit usaha UMKM, serapan tenaga kerja maupun jumlah produk domestik bruto (PDB). 
Demikian pula dengan data penerimaan pajak penghasilan sektor UMKM. Dari tahun ke tahun, 
kontribusi sektor UMKM dalam penerimaan pajak penghasilan terus meningkat.  
 
                     Tabel 2 
Kontribusi Pajak Penghasilan UMKM  
 
Tahun 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan UMKM 
Total Penerimaan Pajak 
Penghasilan 
Persentase 
2013  0,4 triliun   417,7 triliun  0,10% 
2014  2,2 triliun   458,7 triliun  0,48% 
2015  3,5 triliun   552,6 triliun  0,63% 
2016  4,3 triliun   630,1 triliun  0,68% 
2017  5,8 triliun   742,2 triliun  0,78% 
2018 6,9 triliun* 855,1 triliun 0,80% 
                   sumber: https://www.kemenkeu.go.id/, maret 2019 
 
Pertumbuhan jumlah UMKM pun terus meningkat sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 
angkanya mencapai 63,8 juta unit UMKM (depkop.go.id, 2018). Dengan adanya 
perkembangan ekonomi dan  peraturan tersebut, jumlah UMKM semakin meningkat dari tahun 
ke tahun. Walaupun begitu, UMKM yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 
(SPT Tahunan) masih terbilang sedikit dari total UMKM yang ada. Berikut data kepatuhan 
UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan di Indonesia untuk Tahun Pajak 2013 – 2018. 
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Tabel 3 
Kepatuhan UMKM dalam Melaporkan SPT Tahunan di Indonesia 
 
Tahun Jumlah UMKM UMKM Lapor SPT Persentase 
2013 56.500.000 220.000 0,39% 
2014 57.800.000 532.000 0,92% 
2015 59.200.000 780.000 1,32% 
2016 61.600.000 1.450.000 2,35% 
2017 62.900.000 1.500.000 2,38% 
2018 63.800.000 1.700.000* 2,66% 
           Sumber: www.viva.co.id, maret 2019 
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan 
masih cukup rendah, dimana rata-rata dalam 6 tahun terakhir kurang dari 5%, artinya masih 
banyak UMKM yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan pekerjaan 
rumah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan UMKM. 
Menurut Gunadi (2004) terdapat beberapa doktrin mengapa seseorang patuh 
melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu: 
a. Economic models: Keputusan untuk patuh didasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (cost 
benefit analysis). Bahwa kepatuhan atas evaluasi biaya murah dan manfaat merupakan 
prosedur yang cepat dan mudah dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepatuhan pajak 
dapat terealisasi.  
b. Uncertainty models: Keputusan untuk patuh didasarkan atas pertimbangan risiko 
terdeteksi. Wajib Pajak bertindak jujur bukan karena berlakunya self assesment system, 
melainkan lebih didorong oleh rasa takut terhadap risiko yang bakal dihadapi bila diketahui 
curang oleh aparat pajak. Dengan sistem pencatatan yang rapi, kemungkinan dapat 
terdeteksinya suatu kecurangan lebih cepat diketahui. 
c. Norms of compliance: Kepatuhan tergantung pada nilai sosial atas sesuatu yang besifat 
normatif apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan dapat dibenarkan atau 
tidak. 
d. The inertia method: Kepatuhan sesuai dengan praktik/kebiasaan sehari-hari yang dijadikan 
acuan atau pegangan dalam bermasyarakat.  
 
Doktrin kepatuhan di atas menjabarkan bahwa kepatuhan wajib pajak seharusnya dapat 
dibentuk melalui nilai sosial dan kebiasan-kebiasan yang berlaku di masyarakat. Bila dalam 
masyarakat sudah tertanam nilai-nilai kepatuhan maka bila seseorang akan melakukan 
kecurangan akan timbul rasa malu atau bersalah. 
Penyebab wajib pajak berlaku tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya 
yaitu tentang pemahaman peraturan perpajakan. pengetahuan perpajakan yang memadai 
merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak 
mengetahui peraturan pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. 
Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan 
mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahfud, 2017). 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Theory of Reasoned Action 
Theory iof iReasoned iAction i(TRA) imerupakan iteori iyang idikembangkan ioleh iFeishbein 
idan iAjzen i(1975). iTheory iof ireasoned iaction i(teori itindakan iberalasan) iadalah iteori iasumsi 
ibahwa i ndividu isecara isadar imempertimbangkan ikonsekuensi ialternatif iperilaku iyang isedang 
imempertimbangkan idan imemilih isalah isatu idari ipertimbangan itersebut iyang idapat imemberikan 
ikonsekuensi ipaling idiharapkan. iTeori itindakan iberalasan idigunakan iuntuk imeramalkan idan 
imengerti iperilaku i ndividu idalam ikehidupan isosial. iTheory iof iReasoned iAction i(TRA) idengan 
ipenelitian i ni iadalah ibahwa iseseorang idalam imenentukan iperilaku ipatuh iatau itidak ipatuh idalam 
imemenuhi ikewajiban iperpajakannya idipengaruhi ioleh irasionalitas idalam imempertimbangkan 
imanfaat idari ipajak idan ijuga ipengaruh ilingkungan iyang iberhubungan idengan ipembentukan inorma 
isubjektif iyang imempengaruhi ikeputusan iperilaku. 
Theory iof iPlanned iBehavior 
Theory iof iPlanned iBehavior i(TPB) imerupakan ikelanjutan idari iTheory iof iReasoned 
iAction i(TRA). iModel iTPB iadalah ipengembangan idari imodel iTRA idengan ipenambahan isatu 
ivariabel, iyaitu ikontrol ikeperilakuan iyang idirasakan. iKontrol ikeperilakuan isecara ilangsung idapat 
imempengaruhi iniat iuntuk imelaksanakan isuatu iperilaku idan ijuga idapat imempengaruhi iperilaku idi 
imana idalam isituasi ipengguna iberniat iuntuk imelaksanakan isuatu iperilaku inamun idihalangi idalam 
imelakukan itindakan itersebut i(Warmanto idan iHandhika, i2013). iHambatan iyang ibiasanya itimbul 
ipada isaat iperilaku itersebut iditunjukkan iterkadang imuncul idari idalam imaupun idari iluar i ndividu 
i(faktor ilingkungan). iSecara iberurutan, ibehavioral ibeliefs imenghasilkan isikap iterhadap iperilaku 
ipositif iataupun inegatif, inormative ibeliefs imenghasilkan itekanan isosial iyang idipersepsikan 
i(perceived isocial ipressure) iatau inorma isubyektif i(subjective inorm) idan icontrol ibeliefs 
imenghasilkan iperceived ibehavioral icontrol i(Tantra idan iIsgiyarta, i2014). iPada ipenelitian i ni, 
inormative ibelief i iberkaitan idengan isosialisasi ipajak, ikarena iharapan inormatif iorang ilain iyang 
imenjadi irujukan iuntuk imemenuhi iharapan itersebut, iharapan inormatif iorang ilain itersebut ibisa 
iberupa ipenyuluhan iperpajakan iagar itaat imembayar ipajak isehingga i ndividu iakan iberperilaku iatas 
iharapan iorang ilain idengan itaat idalam imembayar ipajak. 
 
Teori iAtribusi 
(Fritz iHeider, i1958) iTeori iAtribusi imemandang i ndividu isebagai ipsikologi iamatir iyang 
imencoba imemahami isebab-sebab iyang iterjadi ipada iberbagai iperistiwa iyang idihadapinya. iTeori 
iatribusi imencoba imenemukan iapa iyang imenyebabkan iapa, iatau iapa iyang imendorong isiapa 
imelakukan iapa. iRespon iyang ikita iberikan ipada isuatu iperistiwa ibergantung ipada i nterpretasi ikita 
itentang iperistiwa i tu i(Ani, i2016). iPada iteori iatribusi, ifaktor i nternal iyang idapat imempengaruhi 
ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM iyaitu ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 
idan ipemahaman iperpajakan. iHal i tu idisebabkan isikap iatas ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP 
iNo. i23 itahun i2018 idan ikemampuan ipemahaman iperpajakan iberdasarkan isifat imaupun iusaha idari 
iwajib ipajak i tu isendiri. iSedangkan ifaktor ieksternal iyang idapat imempengaruhi ikepatuhan iwajib 
ipajak iUMKM iyaitu i isosialisasi iperpajakan, ihal i tu idisebabkan i ndividu iatau iwajib ipajak iterpaksa 
iberperilaku ikarena isituasi iatau ilingkungan. 
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Teori iKepatuhan iPajak 
Menurut iInternational iBureau iof iFiscal iDocumentation i(2015), ikepatuhan ipajak iadalah: 
i“degree ito iwhich ia itaxpayer icomplies i(or ifails ito icomply) iwith ithe itax irules iof ithe icountry, ifor 
iexample iby ideclaring i ncome, ifiling ia ireturn, iand ipaying ithe itax idue i n ia itimely imanners”. 
iHasseldine i(1993) imenyatakan ibahwa ikepatuhan iadalah imelaporkan isemua iharta ikekayaan iWajib 
ipajak iyang itercatat ipada iwaktu iyang iditentukan idan ipengembalian ilaporan ipertanggungjawaban 
ipajak iyang iakurat, isesuai idengan ikode ipemasukan, iperaturan idan ipenerapan ikeputusan ipengadilan 
ipada iwaktu idilakukan ipencatatan. i 
Sejatinya ikepatuhan ipajak idiharapkan ilebih imerupakan isuatu ikesadaran isecara isukarela 
i(voluntary itax icomplience). iUntuk i tu idefinisi ikepatuhan iyang ilebih isesuai iadalah ikepatuhan 
isukarela i(voluntary itax icomplience), iyaitu imencakup itingkatan ikesadaran iuntuk itunduk iterhadap 
iperaturan iperpajakan idan isekaligus iterhadap iadministrasi ipajak iyang iberlaku itanpa iperlu idisertai 
idengan iaktivitas itindakan idari iotoritas ipajak i(enforcement iactivity) isebelumnya. iHal i ni isejalan 
isebagaimana idinyatakan iJames iand iNobes idalam iHesti i(2018), ia imore iappropriate imight 
itherefore i nclude ithe idegree iof icomplience iwith itax ilaw iand iadministration iwithout ithe ineed ifor 
ienforcement iactiviy. iSebagai ikonsekuansi imenjadi ibenar ibahwa ipengertian ikepatuhan ipajak 
isukarela iadalah imencakup itidak isaja ikesediaan iwajib ipajak iuntuk imelaksanakan iapa iyang itersurat 
idalam iaturan ipajak, itetapi ijuga itermasuk ikonsistensi isemangat imelaksanakan idari ipada iapa iyang 
itersirat idari iaturan ipajak idimaksud. i 
 
Faktor-Faktor iyang iMempengaruhi iKepatuhan iWajib iPajak 
Secara iteoritis, ikepatuhan ipajak idipengaruhi ioleh ibeberapa ifaktor. iMenurut iJames idan 
iAlley i(2004) ikepatuhan ipajak idapat idilihat idari idua ipendekatan i(approaches). iPertama, 
imenggunakan ipendekatan iekonomi i(economic iapproach) idengan ikonsep itax igap. iTax igap 
imerupakan iselisih iantara ijumlah ipotensi ipajak iyang idipungut i(taxes iowed) idengan ijumlah irealisasi 
ipenerimaan ipajak i(taxes ipaid). iTax igap imenunjukkan ipotensi ipenerimaan iyang ibelum iberhasil 
idirealisasikan ioleh iotoritas ipajak isuatu inegara. iPendekatan ikedua imenggunakan iperilaku 
i(behavioral iapproach). iPendekatan iperilaku i(behavioral iapproach) imenggunakan ikonsep 
ikepatuhan isukarela i(willingness). iPendekatan iyang ikedua i ni imenekankan iperilaku iwajib ipajak 
iuntuk ipatuh idalam imemenuhi ikewajiban iperpajakannya isesuai idengan iketentuan iyang iberlaku 
i(voluntary icompliance). iUntuk imeningkatkan ivoluntary icompliance, i nstansi iyang imenangani 
ipajak itidak idapat iberjalan isendirian, ikarena iperbaikan ipelayanan iyang idituntut ipembayar ipajak 
itidak ihanya ipelayanan iperpajakan, imelainkan iseluruh ipelayanan ipublik iyang idibiayai ioleh 
ipembayar ipajak. iJames idan iAlley i(2004) ipada iakhirnya ipenelitiannya imenyimpulkan ibahwa 
isebaiknya i ikedua ipendekatan itersebut isaling imendukung. iDiperlukan isuatu ikebijakan iyang ibisa 
imengakomodir idalam irangka ipenyaturan ieconomic iapproach idan ibehavioral iapproach iuntuk 
imeningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak isecara isukarela. 
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Indikator iKepatuhan iWajib iPajak 
Menurut iLuigi i(1999), ikepatuhan iterhadap iperaturan iperpajakan iberarti: i(i) ikebenaran 
ipelaporan iatas idasar ipengenaan ipajak, i(ii) ikebenaran iperhitungan iatas ikewajiban ipajak, i(iii) 
iketepatan iwaktu ipenyampaian isurat ipemberitahuan ipajak, idan i(iv) iketepatan iwaktu ipembayaran 
ipajak iterutang. iDalam iproses ipelaporan ipajak idengan iself iassessment isystem, i ndikator ikepatuhan 
ipajak ididasarkan iadanya ikewajiban iseluruh iwajib ipajak iuntuk imemasukkan iSurat iPemberitahuan 
i(SPT) idan imelaporkan isemua ipenghasilan isecara iakurat. iSejalan idengan i mplementasi iself 
iassessment isystem itersebut, idiharapkan iWajib iPajak idapat imencapai itingkat ikepatuhan isukarela 
iyaitu ikepatuhan iwajib ipajak iuntuk imelaporkan ipajak ipada ikondisi iyang isebenarnya. i 
 
Persepsi 
Hammer idan iOrgan idalam iAni i(2016) imenyatakan ibahwa ipersepsi iadalah i“the iprocess iby 
iwhich ipeople iorganize, i nterpret, iexperience, iand iprocess icues ior imaterial i(inputs) ireceived ifrom 
ithe iexternal ienvironment”. iPersepsi iyang idimaksud ioleh iHammer idan iOrgan itersebut iadalah 
isebuah iproses idimana iseseorang imengorganisasi, imenginterpretasi, imengalami, idan imengolah 
i syarat iatau imateri iyang iditerima idari ilingkungan iluar. 
 
Penerapan iPeraturan iPemerintah iNomor i23 iTahun i2018 
Penerapan iPeraturan iPemerintah iNomor i23 iTahun i2018 i(PP iNomor i23 iTahun i2018) 
idilaksanakan imulai idari ipertengahan itahun i2018 iyaitu ipada ibulan iJuli i2018. iPP iNomor i23 iTahun 
i2018 iadalah iperaturan imengenai ipenghasilan iatau ipendapatan idari iusaha iyang idiperoleh iwajib 
ipajak iyang imemiliki iperedaran ibruto itertentu idalam isatu itahun imasa ipajak. iPP i ni iberlaku imulai i1 
iJuli i2018. iAdapun itarif ipajak ipenghasilan iyang ibaru ibagi iUMKM isebesar i0,5 ipersen idari iomset. 
iPeraturan itersebut imenggantikan iperaturan isebelumnya, iyaitu iPP iNo. i46 itahun i2013 idengan itarif 
iPPh ifinal iUMKM isebesar i1 ipersen iyang idihitung iberdasarkan ipendapatan ibruto i(omzet)-nya 
idiperuntukkan ibagi iUMKM iyang iberomzet ikurang idari iRp4,8 imiliar idalam isetahun. 
 
Pemahaman iPerpajakan 
Berdasarkan ipendapat iyang idikemukakan iArikunto iSuharsimi i(2009): i“pemahaman 
i(comprehension) iadalah ibagaimana iseorang imempertahankan, imembedakan, imenduga 
i(estimates), imenerangkan, imemperluas, imenyimpulkan, imenggeneralisasikan, imemberikan 
icontoh, imenuliskan ikembali, idan imemperkirakan”. iHal i ni iberarti ibahwa iorang iyang imemiliki 
ipemahaman imampu imenyimpulkan iatau imenerangkan ikembali iterhadap isesuatu iobjek iyang 
idipahami. iPemahaman iperpajakan iadalah isegala ihal iterkait iperpajakan iyang idimengerti idengan 
ibaik idan ibenar ioleh iwajib ipajak iserta idapat imenerjemahkan idan/atau imenerapkan iyang itelah 
idipahaminya. 
 
Usaha iMikro iKecil idan iMenengah i 
Undang-Undang iNomor i9 iTahun i1995 iyang imengatur itentang iUsaha iKecil iMengatur 
ikriteria iusaha ikecil iberdasarkan inilai ikekayaan ibersih i(di iluar itanah idan ibangunan) ipaling ibesar 
iRp200.000.000 idengan iomzet iper itahun imaksimal iRp1.000.000.000. iSementara i tu iberdasarkan 
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iInpres iNomor i10 itahun i1999 itentang iusaha imenengah, ibatasan ikekayaan ibersih i(di iluar itanah idan 
ibangunan) iuntuk iusaha imenengah iadalah iRp200.000.000 ihingga iRp10.000.000.000. 
 
Sosialisasi iPerpajakan 
Direktorat iJenderal iPajak imengatur imengenai ipenyeragaman ikegiatan isosialisasi 
iperpajakan ibagi imasyarakat idalam iSurat iEdaran iDirektur iJenderal iPajak iNomor iSE-22/PJ/2007. 
iMedia i nformasi iyang idapat idigunakan idalam imelakukan isosialisasi iperpajakan imeliputi imedia 
itelevisi, ikoran, ispanduk, iflyers i(poster idan ibrosur), ibillboard/mini ibillboard, idan iradio. 
iPenyampaian i nformasi iperpajakan idapat idilakukan idengan icara ikontak ilangsung ikepada 
imasyarakat imisalnya imelaui iseminar, idiskusi idan isejenisnya. iDalam ipenyampaian i nformasi 
itersebut isebaiknya imenggunakan ibahasa iyang isesederhana imungkin idan ibukan ibersifat iteknis, 
isehingga i nformasi itersebut idapat iditerima idengan ibaik. 
 
Tabel i4 
Penelitian iTerdahulu 
 
No Peneliti Judul iPenelitian Hasil iPenelitian 
1. 
 
Zaen, i(2016) Pengaruh iPersepsi iWajib iPajak iTentang 
iPenerapan iPP iNo. i46 iTahun i2013, 
iPemahaman i 
Perpajakan, idan iSanksi iPerpajakan 
iTerhadap iKepatuhan iWajib iPajak 
iUsaha iMIkro, iKecil, idan iMenengah i 
di iKota iYogyakarta 
Semua ivariabel ibebas iyang 
idigunakan iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib 
ipajak 
2. Wulandari, 
i(2016) 
Pengaruh iPenerapan ie-filling, iTingkat 
iPemahaman iPerpajakan idan i 
Kesadaran iWajib iPajak iTerhadap 
iKepatuhan iWajib iPajak idi iKPP iPratama 
iYogyakarta 
Semua ivariabel ibebas iyang 
idigunakan iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib 
ipajak 
3. Kartika, 
i(2016) 
Pengaruh iPenerapan iSistem ie-filling 
idan ipengetahuan iperpajakan iterhadap 
ikepatuhan iwajib ipajak idengan 
isosialisasi isebagai ivariabel imoderating 
1. Pengetahuan iPerpajakan 
iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib 
ipajak 
2. Penerapan isistem ie-filling 
itidak iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib 
ipajak 
3. Sosialisasi iPerpajakan 
itidak idapat imemperkuat 
ikepatuhan iwajib ipajak 
4. Meiska, 
i(2017) 
Pengetahuan iPerpajakan, iSosialisasi 
iPerpajakan, idan iPelayanan iFiskus 
iTerhadap iKepatuhan iWajib iPajak 
1. Pengetahuan iPerpajakan 
idan iPelayanan iFiskus 
iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib 
ipajak 
2. Sosialisasi iPerpajakan 
itidak iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib 
ipajak 
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Kerangka iKonseptual 
Penelitian i ni ibertujuan iuntuk imenguji idan imenganalisis imengenai ipengaruh ipersepsi 
ipenerapan iPP iNo i23 itahun i2018, ipemahaman iperpajakan idan isosialisai iperpajakan iterhadap 
ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. iKerangka ipemikiran i ni idapat idigambarkan isebagai iberikut: 
 
 
Gambar i2 
Kerangka iKonseptual 
 
Pengembangan iHipotesis 
Pengaruh iPersepsi iWajib iPajak iatas iPenerapan iPP iNomor i23 iTahun i2018 iterhadap 
iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Berdasarkan iteori iatribusi, ifaktor i nternal iyang idapat imempengaruhi ikepatuhan iwajib 
ipajak iUMKM iyaitu ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018. iHal i tu idisebabkan 
ikarena isifat idari iwajib ipajak iyang imemiliki ipersepsi ipositif imaupun inegatif idalam imemandang 
isebuah iaturan iperpajakan. iNiat iberperilaku idibentuk ioleh isikap iterhadap iperilaku, inorma isosial 
idan ikendali iatas iperilaku iyang idipersepsikan. iSikap iterhadap iperilaku idalam iteori i ni imenyatakan 
ijika iakibat iatau ikonsekuensi idari itindakan iyang idilakukan ipositif ibagi idirinya, imaka isemakin ibesar 
ikemungkinan itindakan i tu idilakukan, iartinya ijika iwajib ipajak ipatuh idalam imelaksanakan 
ikewajiban ipajaknya, imaka iakan iterhindar idari isanksi iperpajakan. iNorma isosial/ isubyektif iadalah 
i ndividu iakan imelakukan isuatu itindakan itertentu, ijika ipandangan ipihak ilain iatas itindakan iyang 
idilakukannya ibaik, imaka isemakin ibesar ikemungkinan i ndividu itersebut iakan imelakukan itindakan 
itersebut. iArtinya iwajib ipajak iakan imelaksanakan ikewajiban ipajaknya, ikarena itidak imau 
imelakukan ipelanggaran iyang iberdampak ipada icitra idiri idan iusahanya. iKendali iatas iperilaku iyang 
idipersepsikan iadalah imerujuk ipada imudah itidaknya isuatu itindakan itertentu iuntuk idilakukan. 
iArtinya iwajib ipajak iakan ipatuh ipada ikewajiban ipajaknya, ijika iperaturan iperpajakan iyang 
idiberlakukan isederhana, ijelas idan imudah idipahami. iHal itersebut iberarti ijika ipersepsi iwajib ipajak 
ipositif iatas ipemberlakuan iperaturan iperpajakan iPP iNomor i23 iTahun i2018, imaka ikepatuhan iwajib 
ipajak iakan imeningkat i(Supadmi i& iDharma, i2016). 
H1 i: iPersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNomor i23 itahun i2018 iberpengaruh ipositif iterhadap i 
 i i i i i ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM 
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Pengaruh iPemahaman iPerpajakan iTerhadap iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Berdasarkan iteori iatribusi, ifaktor i nternal iyang idapat imempengaruhi ikepatuhan iwajib 
ipajak iUMKM iyaitu ipemahaman iperpajakan, ihal i tu idisebabkan ikarena iusaha idari iwajib ipajak i tu 
isendiri iuntuk imemahami iperaturan iperpajakan. iApabila ipengetahuan idan ipemahaman 
idihubungkan idengan ikepatuhan ipajak, imenurut iAsbar i(2014) iterbentuknya ikepatuhan iwajib ipajak 
iakan ikewajiban iperpajakannya ijuga idipengaruhi ioleh ipemahaman iperpajakan iwajib ipajak. 
iTingkat ipemahaman iwajib ipajak i ni idapat iditingkatkan idengan imembaca iUndang-Undang 
iperpajakan idan imempraktekkannya isaat imelaksanakan ikewajiban iperpajakannya. iPenelitian 
iYunita i(2015) imenyatakan ibahwa itingkat ipemahaman iperpajakan imerupakan isalah isatu ifaktor 
ipotensial ibagi ipemerintah iuntuk imeningkatkan ikepatuhan iwajb ipajak ibadan idalam imemenuhi 
ikewajiban iperpajakannya. iPemahaman iwajib ipajak imengenai iprosedur iperpajakan iakan 
imeningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak, isehingga iwajib ipajak idapat imengetahui ikapan iseharusnya 
i a imendaftarkan idiri iuntuk imemperoleh iNPWP, imelaporkan iSPT imasa idan itahunan iserta 
imelaporkan ipajak itepat ipada iwaktunya. iSehingga, ipemahaman iperpajakan iberpengaruh ipositif 
iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak. 
H2 i: iPemahaman iperpajakan iberpengaruh ipositif iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM 
 
Pengaruh iSosialisasi iPerpajakan isebagai iPemoderasi iPersepsi iWajib iPajak iatas iPenerapan 
iPP iNomor i23 itahun i2018 iterhadap iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Berdasarkan iteori itheory iof iReasoned iAction i& iTheory iof iPlanned iBehavior isalah isatu 
ifaktor ipenentunya iyaitu inormative ibelief iberkaitan idengan isosialisasi ipajak, ikarena iharapan 
inormatif iorang ilain iyang imenjadi irujukan iuntuk imemenuhi iharapan itersebut iharapan inormatif 
iorang ilain itersebut ibisa iberupa ipenyuluhan iperpajakan iagar itaat imembayar ipajak isehingga 
i ndividu iakan iberperilaku iatas iharapan iorang ilain idengan itaat idalam imembayar ipajak. iSesuai 
idengan iteori iyang idikemukakan ioleh iPuspita i(2016), idengan idilakukannya isosialisasi itentang 
ipajak, idiharapkan idapat imembuat iwajib ipajak imengetahui, imemahami, idan imenyadari 
ipentingnya ipajak ibagi ipembangunan. iDengan idemikian, iwajib ipajak imerespon idiadakannya 
isosialisasi iperpajakan iyang idiberikan. iKehadiran iwajib ipajak idalam imengikuti isosialisasi 
iperpajakan, imenyebabkan iwajib ipajak imengetahui, imemahami, idan imenyadari ipentingnya ipajak 
ibagi ipembangunan, isehingga iwajib ipajak ilebih ipatuh idalam imelaksanakan ikewajiban iperpajakan. 
iHal i ni imenyebabkan isosialisasi iperpajakan iberpengaruh iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak. iHal i ni 
ididukung ioleh ipenelitian iPurba i(2016) iyang imenyatakan ibahwa iterdapat ipengaruh ipositif iantara 
isosialisasi iperpajakan iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iorang ipribadi. 
H3 i: iSosialisasi iPerpajakan imemperkuat ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNomor i23 itahun i 
 i i i i i i i2018 iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM 
 
Pengaruh iSosialisasi iPerpajakan isebagai iPemoderasi iPemahaman iPerpajakan iterhadap 
iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Berdasarkan iteori itheory iof iReasoned iAction i& iTheory iof iPlanned iBehavior isalah isatu 
ifaktor ipenentunya iyaitu inormative ibelief iberkaitan idengan isosialisasi ipajak, ikarena iharapan 
inormatif iorang ilain iyang imenjadi irujukan iuntuk imemenuhi iharapan itersebut iharapan inormatif 
iorang ilain itersebut ibisa iberupa ipenyuluhan iperpajakan iagar itaat imembayar ipajak isehingga 
i ndividu iakan iberperilaku iatas iharapan iorang ilain idengan itaat idalam imembayar ipajak. iPenelitian 
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iHerryanto i(2013) idalam irangka imencapai itujuannya, imaka ikegiatan isosialisasi iatau ipenyuluhan 
iperpajakan idibagi imenjadi itiga iyaitu ikegiatan isosialisasi ibagi icalon iwajib ipajak, ikegiatan 
isosialisasi ibagi iwajib ipajak ibaru, idan ikegiatan ibagi iwajib ipajak iyang iterdaftar. iKegiatan isosialisasi 
iyang idilakukan ibagi icalon iwajib ipajak ibaru iuntuk imembangun ikesadaran itentang ipenting ipajak 
idengan ikegiatan ipenyuluhan iyang idimaksudkan iuntuk imenjaring iwajib ipajak ibaru, ikegiatan 
isosialisasi iselanjutnya iuntuk iwajib ipajak ibaru ibertujuan iuntuk imeningkatkan ipemahaman idan 
ikepatuhan iwajib ikewajiban iperpajakanya, isedangkan ikegiatan isosialisasi iwajib ipajak iterdaftar 
ibertujuan iuntuk imenjaga ikotmitmen iwajib ipajak iagar iterus ipatuh. iSosialisasi iperpajakan i ni 
imemiliki iperanan ipenting idalam imembangun ipemahaman iwajib ipajak. iBahwa isosialisasi 
iperpajakan isangat ipenting iuntuk imembangun ipemahaman iwajib ipajak idan ikepatuhan iwajib ipajak. 
iHal i ni imenyebabkan isosialisasi iperpajakan idan ikepatuhan iwajib ipajak iyang inantinya isaling 
iberkesinambungan itidak idapat idipisahkan. iApabila isosialisasi iperpajakan ijelas, iterarah, idan 
imerata imaka ipemahaman iwajib ipajak iakan ibaik idan isecara itidak ilangsung ikepatuhan iwajib ipajak 
ipun ibaik. iHal i ni imembuktikan ibahwa isosialisasi iperpajakan i tu isendiri imemiliki ipengaruh ibesar 
iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak imelalui ipemahaman iwajib ipajak i(Titi, i2015). 
H4 i: iSosialisasi iperpajakan imemperkuat ipemahaman iperpajakan iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak i 
 i i i i i i iUMKM 
 
 
METODE iPENELITIAN 
 
Metode ianalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah imetode ianalisis istatistik 
idengan ipersamaan iregresi imoderasi i(moderated iregression). iUnit ianalisis iyang idigunakan idalam 
ipenelitian i ni iadalah iUsaha iMikro, iKecil, idan iMenengah i(UMKM) idi iwilayah iKota iDepok. 
iLokasi ipenelitian idi i iGedung iBalai iPelatihan iTenaga iKoperasi iKota iDepok idengan imelakukan 
ipenyebaran isebanyak i150 ikuesioner ipada ibulan iJanuari i2019. 
 
Definisi iOperasional 
1. Kepatuhan iwajib ipajak iadalah ikeadaan idimana iwajib ipajak itaat idalam imelaksanakan 
ikewajiban iperpajakannya iatau itidak imenyimpang idari iperaturan iperpajakan iyang iberlaku. 
2. Persepsi iwajib ipajak iAtas iPenerapan iPP iNomor i23 iTahun i2018 iadalah iproses idimana iwajib 
ipajak imengorganisasi, imenginterpretasi, imengalami, idan imengolah iperaturan itersebut. 
3. Pemahaman iperpajakan iadalah iwajib ipajak imengetahui idan imemahami iketentuan 
iperpajakan, imemahami icara imenghitung ipajak idan itata icara ipembayaran iserta ibatas iwaktu 
ipembayaran ipajak. 
4. Sosialisasi iperpajakan iadalah iupaya iyang idilakukan ioleh iDitjen iPajak iuntuk imemberikan 
isebuah ipengetahuan ikepada imasyarakat idan ikhususnya iWajib iPajak iagar imengetahui itentang 
isegala ihal imengenai iperpajakan ibaik iperaturan imaupun itata icara iperpajakan imelalui imetode-
metode iyang itepat. 
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Table i5 
Pengukuran iVariabel 
 
Variabel Indikator Pengukuran 
Kepatuhan iWajib 
Pajak iUMKM i(Y) 
Yunita i(2015) 
a. Pendaftaran iNPWP 
b. Perhitungan iPajak iTerutang 
c. Pembayaran iPajak 
d. Pelaporan iSPT 
Ordinal 
Persepsi iWajib 
Pajak iAtas 
Penerapan iPP iNo. 
23 iTahun i2018 
(X1) 
Ani i(2016) 
a. Pengetahuan iwajib ipajak iterkait iPP iNo. i23 
iTahun i2018. 
b. Sikap iwajib ipajak iterhadap iTujuan 
iditerapkannya iPP iNo. i23 iTahun i2018 
c. Kemampuan iwajib ipajak isecara iteknis 
iberkaitan idengan iPP iNo. i23 iTahun i2018. 
Ordinal 
Pemahaman 
Perpajakan i(X2) 
Purba i(2016) 
a. Pengetahuan iMengenai iKetentuan iUmum 
idan iTata iCara iPerpajakan, 
b. Pengetahuan iTentang iSistem iPerpajakan idi 
iIndonesia, 
c. Pengetahuan iMengenai iFungsi iPerpajakan. 
 
Ordinal 
Sosialisasi iPerpajakan i(Z) 
Winerungan i(2013) 
a. Ikut isecara irutin isosialisasi iperpajakan iyang 
idilakukan ioleh iKPP 
b. Sosialisasi iperpajakan isangat imembantu 
isaya imemahami imengenai iketentuan 
iperpajakan 
c. Sosialisasi iperpajakan iyang idilaksanakan 
isudah iefektif idan itepat isasaran 
Ordinal 
 
Metode iPengumpulan iData 
Populasi idalam ipenelitian i ni iadalah iseluruh iUMKM iyang iada idi iKota iDepok isebanyak 
i1.650 iunit iusaha iberdasarkan idata iyang idiperoleh idari iKepala iBidang iPemberdayaan idan 
iPengembangan iUsaha iMikro i(PPUM). iKarakteristik ikhusus iyang imenjadi ipertimbangan idalam 
ipengambilan isampel iadalah ipelaku iUMKM idengan iperedaran ibruto ikurang iatau isama idengan 
iRp. i4,8 imiliar ipertahun. 
 
Metode iAnalisis iData 
Alat iuji iterhadap isampel iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni imenggunakan iprogram 
iSPSS iversi i25. iDalam ipenelitian i ni, ipeneliti imelakukan ipengujian istatistik ideskriptif, iuji iasumsi 
iklasik iyang iterdiri idari iuji inormalitas idan iuji imultikolinieritas idan iuji ipersamaan iregresi. iSetelah 
i tu imelakukan iuji ikelayakan imodel idengan iuji iF idan iuji ikofisien ideterminasi. iKemudian 
imelakukan iuji ihipotesis idengan iuji iT. 
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HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
 
Karakteristik iresponden iyang iterdiri idari ikepemilikan iNPWP, ijenis ikelamin, iusia, idan 
itingkat ipendidikan. iDari i150 ikuesioner iyang idisebar iyang itidak ikembali isebanyak i47 idan iyang 
idigunakan isebagai isampel isebanyak i95 isesuai idengan ijumlah isampel iyang isudah iditentukan 
isebelumnya, isisanya isebanyak i8 itidak idigunakan. iPemilihan ideskripsi idata iresponden 
iberdasarkan ikepemilikan iNPWP, ijenis ikelamin, iusia, idan itingkat ipendidikan isesuai idengan iteori 
ikepatuhan iyang idikemukan ioleh iOECD isebagaimana idikutip ioleh iTimbul i(2012), idimana ifaktor-
faktor iyang imempengaruhi ikepatuhan idari iwajib ipajak isecara iumum idititikberatkan ipada ifaktor 
iperilaku. 
 
Analisis iHasil iPenelitian 
Statistik iDeskriptif iVariabel iPenelitian 
Tabel i6 
Tabel iDescriptive iStatistics 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. iDeviation 
KP 95 4 5 4,7807 0,35927 
PP23 95 3 5 4,6754 0,51026 
PP 95 2 5 3,4544 0,82345 
SP 95 3 5 3,4652 0,60812 
Valid iN i(listwise) 95     
 
Hasil iUji iInstrumen iPenelitian 
Dalam imelakukan ipenelitian i ni ipeneliti imenggunakan i nstrumen iberupa ikuesioner 
iterdiri idari ivariabel ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 idengan i6 i tem 
ipernyataan, ipemahaman iperpajakan idengan i6 i tem ipernyataan, isosialisasi iperpajakan idengan i5 
i tem ipertanyaan, idan ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM idengan i6 i tem ipernyataan. iBerdasarkan iUji 
iValiditas idan iUji iReliabilitas, isemua i tem ipernyataan idinyatakan ivalid idan ireliabel. 
 
Uji iAsumsi iKlasik 
Uji iNormalitas 
 
Gambar i3 
Uji iNormalitas 
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Dari igambar idi iatas idapat idilihat ibahwa ititik-titik imenyebar idisekitar igaris idiagonal idan 
imengikuti iarah igaris idiagonal. iSehingga idapat idisimpulkan ibahwa idata idalam ipenelitian i ni 
iterdistribusi isecara inormal. 
 
Uji iMultikolinearitas 
 
Table i7 
Uji iMultikolineartitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Collinearity iStatistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
PP23 0,009 109,912 
PP 0,012 86,471 
SP 0,003 393,935 
PP23*SP 0,002 438,478 
PP*SP 0,005 188,311 
a. iDependent iVariable: iKP 
 
 
Dengan iadanya ivariabel imoderasi iketika idilakukan iregresi inilai itolerance i imenjadi i< i0,10 
idan inilai iVIF i> i10. iHal i ni iterjadi idikarenakan inilai ivariabel iPP23, iPP idan iSP iterdapat ijuga idalam 
iPP23*SP idan iPP*SP. iSehingga isetelah iadanya ivariabel imoderasi imaka iterdapat igejala 
icolinearity. iMenurut iGujarati i(2009) imultikolinearitas idapat idiabaikan ibilamana inilai iR2 itinggi 
idan isalah isatu idari ikoefisien iregresi isignifikan. iBerdasarkan imetode iyang idigunakan, idengan 
imenggunakan iregresi imoderasi, ihal itersebut idapat idiabaikan idan iregresi iboleh idilanjutkan. 
 
Uji iRegresi iModerasi 
Tabel i8 
Uji iRegresi iModerasi 
 
 Coefficientsa 
Model B Sig. 
1 (Constant) -43,895 0,001 
PP23 1,865 0,000 
PP 0,986 0,000 
SP 3,151 0,000 
PP23*SP -0,076 0,003 
PP*SP -0,049 0,000 
 
Berdasarkan itabel idiatas idapat idiketahui ipersamaan iregresinya, iyaitu: 
Y=-43,895 i+ i1,865 iPP23 i+ i0,986 iPP i+ i3,151 iSP i+ i(- i0,076) iPP23xSP+ i(- i0,049) iPPxSP 
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Keterangan: 
KP  : iKepatuhan iwajib ipajak iUMKM 
α  i : iNilai ikonstanta 
β1-5  i : iKoefisien ideterminasi 
PP23  : iPersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 
PP  : iPemahaman iperpajakan 
SP  : iSosialisasi iperpajakan 
|PP23XSP| : iInteraksi ipersepsi iwajiba ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 idengan i 
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i isosialisasi iperpajakan iyang idiukur idengan inilai iselisih imutlak 
|PPXSP| i : iInteraksi ipemahaman iperpajakan idengan isosialisasi iperpajakan i 
 i iyang idiukur idengan inilai iselisih imutlak 
 
Uji iHipotesis 
Uji iKoefisien iDeterminasi i(R2) 
Tabel i9 
Model iSummaryb 
 
Model R iSquare Adjusted iR iSquare 
1 0,607 0,585 
a. iPredictors: i(Constant), iPP*SP, iPP23, iSP, iPP, iPP23*SP 
b. iDependent iVariable: iKP 
 
Dari itabel idi iatas idapat iditarik ikesimpulan isebagai iberikut: 
Adjusted iR isquare ipada ipenelitian i ni iadalah isebesar i0,585 i(58,5%) iartinya iadjusted iR isquare 
ipada ipenelitian i ni iadalah isedang. iKoefisien ideterminasi i ni imenunjukkan ibahwa i58,5% 
ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM idapat idipengaruhi ioleh ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP 
iNo. i23 itahun i2018 i(PP23) idan ipemahaman iperpajakan i(PP), isosialisasi iperpajakan i(SP) idan 
imoderasi i(PP23*SP), i(PP_SP), isedangkan i41,5% i(100%-58,5%) ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM 
idipengaruhi ioleh ivariabel idiluar imodel. 
 
Uji iRegresi iSecara iBersama-sama i(Uji iF) 
 
Table i10 
ANOVAa 
 
Model Sum iof iSquares Df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 73,113 5 14,623 27,448 0,000b 
Residual 47,413 89 ,533   
Total 120,526 94    
a. iDependent iVariable: iKP 
b. iPredictors: i(Constant), iPP*SP, iPP23, iSP, iPP, iPP23*SP 
 
Dari itabel idi iatas idiketahui iF ihitung isebesar i27,448 idengan iprobabilitas i0,000. iSehingga 
idapat idisimpulkan ibahwa ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 idan 
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ipemahaman iperpajakan iserta isosialisai iperpajakan isebagai ivariabel imoderasi isecara ibersama-
sama iberpengaruh iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM, ikarena iprobabilitas ip ivalue i0,000 
iyang iartinya i< i0,05, idan iFhitung i(27,448) i> iFtabel i(3,095). iJawaban idari ihipotesisnya iadalah iHa 
iditerima. 
 
Uji iRegresi iSecara iParsial i(Uji it) 
 
  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iTabel i11 
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iCoefficientsa 
 
Model 
 
 i i i iUnstandardized iCoefficients t Sig. 
Ekspektasi B Std. iError   
1 (Constant)  -43,895 14,019 -3,131 0,001 
PP23 (+) 1,865 ,476 3,919 0,000 
PP (+) ,986 ,221 4,455 0,000 
SP  3,151 ,792 3,981 0,000 
PP23*SP (+) -,076 ,027 -2,825 0,003 
PP*SP (+) -,049 ,013 -3,855 0,000 
 a. iDependent iVariable: iKP 
  
Dari itabel i idiatas idapat iditarik ikesimpulan isebagai iberikut: 
a. Variabel ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 imemiliki inilai 
iprobabilitas isignifikansi isebesar i0,000 ilebih ikecil idari i0,05 iatau it ihitung i3,919 ilebih ibesar idari 
i1,986, idapat idisimpulkan ibahwa iHa1 iditerima, iartinya ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP 
iNo. i23 itahun i2018 imemiliki ipengaruh iyang isignifikan iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak 
iUMKM. iSemakin itinggi ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018, imaka 
isemakin itinggi ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
b. Variabel ipemahaman iperpajakan imemiliki inilai iprobabilitas isignifikansi isebesar i0,000 ilebih 
ikecil idari i0,05 iatau it ihitung i4,455 ilebih ibesar idari i1,986. iDapat idisimpulkan ibahwa iHa2 
iditerima, iartinya ipemahaman iperpajakan imemiliki ipengaruh isignifikan iterhadap ikepatuhan 
iwajib ipajak iUMKM. iSemakin itinggi ipemahaman iperpajakan, imaka iakan isemakin itinggi 
ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
c. Variabel iPP23*SP imemiliki inilai iprobabilitas isebesar i0,003 ilebih ikecil idari i0,05 iatau it ihitung 
i-2,825 ilebih ikecil idari i-1,988. iNamun idikarenakan it ihitung inegatif imaka ivariabel imoderasi 
itidak idapat imemperkuat. iDapat idisimpulkan ibahwa isosialisasi iperpajakan i(SP) itidak idapat 
imemperkuat ihubungan iantara ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 
i(PP23) iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM, isehingga ivariabel isosialisasi iperpajakan 
i(SP) itidak idapat idijadikan ivariabel imoderasi. iMaka iHa3 iditolak. 
d. Variabel iPP*SP imemiliki inilai iprobabilitas isebesar i0,000 ilebih ikecil idari i0,05 iatau it ihitung i-
3,855 ilebih ikecil idari i-1,988. iNamun idikarenakan it ihitung inegatif imaka ivariabel imoderasi 
itidak idapat imemperkuat. iDapat idisimpulkan ibahwa isosialisasi iperpajakan i(SP) itidak idapat 
imemperkuat ihubungan iantara ipemahaman iperpajakan i(PP) iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak 
iUMKM, isehingga ivariabel isosialisasi iperpajakan i(SP) itidak idapat idijadikan ivariabel 
imoderasi. iMaka iHa4 iditolak. 
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Pembahasan iHasil iPenelitian 
Pengaruh iPersepsi iWajib iPajak iAtas iPenerapan iPP iNo. i23 iTahun i2018 iTerhadap 
iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Hasil ipenelitian i ni ikonsisten idengan ihasil ipenelitian iZaen i(2016) iyang imenyatakan 
ibahwa iPersepsi iWajib iPajak iAtas iPenerapan iPP iNo. i46 itahun i2013 iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap iKepatuhan iWajib iPajak. iDimana iPP iNo. i46 itahun i2013 idilakukan iperubahan 
imenjadi iPP iNo. i23 itahun i2018. iPersepsi iwajib ipajak imerupakan isuatu itindakan iatau isikap 
iseseorang iuntuk imengorganisasi, imenginterpretasi, imengalami, idan imengolah i syarat iyang 
iditunjukkan ipada isesuatu i nformasi. iWajib ipajak iyang iberpersepsi ipositif iterhadap ipenerapan iPP 
iNo. i23 itahun i2018 ipasti iakan imenerima ikeputusan itersebut isehingga ikepatuhan iwajib ipajak 
itersebut ijuga ipositif. iPersepsi ipositif iyang idilakukan ioleh iwajib ipajak iberupa imenerima idan 
ipercaya ibahwa idengan iperaturan itersebut iwajib ipajak iakan ilebih imudah idalam imemenuhi 
ikewajiban iperpajakannya. iHal i ni isesuai idengan iteori iatribusi ibahwa ipersepsi iwajib ipajak iatas 
ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 iberasal idari ifaktor i nternal, idikarenakan isikap ipositif idari iwajib 
ipajak isendiri idalam imenyikapi ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 imaka ihasilnya ipun iakan ipositif 
idengan imeningkatnya ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
  iBerdasarkan iteori ikepatuhan ipajak, ikepatuhan ipajak idibagi imenjadi idua iyaitu ikepatuhan 
iformal idan ikepatuhan imaterial. iKepatuhan iformal iadalah isuatu ikeadaan idimana iWajib iPajak 
imemenuhi ikewajiban iperpajakan isecara iformal isesuai idengan iketentuan idalam iundang-undang 
iperpajakan. iSedangkan ikepatuhan imaterial iadalah isuatu ikeadaan idimana iWajib iPajak isecara 
isubstantif/hakikat imemenuhi isemua iketentuan imaterial iperpajakan. iDalam ikuesioner iyang 
idisebarkan i ndikator ikepatuhan iformal iyaitu ibayar idan ilapor ipajak itepat iwaktu isedangkan 
i ndikator ikepatuhan imaterial iyaitu imengisi iSPT isesuai idengan iketentuan iperundangan-undangan 
idengan ibenar, ijelas, idan ilengkap. iDari ihasil ikuesioner itersebut ihampir isemua iUMKM idi iKota 
iDepok imengisi idengan ikriteria isetuju idan isangat isetuju i ni imenunjukkan ikepatuhan ipajak 
iUMKM idi iKota iDepok isudah ibaik. i 
 PP iNo. i23 itahun i2018 imerupakan ikebijakan ipenurunan itarif ipajak idari i1 ipersen imenjadi 
i0,5 ipersen idimana ifaktor itarif ipajak imerupakan ifaktor iyang imempengaruhi ikepatuhan iwajib 
ipajak. iDengan ipenurunan itarif ipajak itersebut ibertujuan imeringankan ipajak iuntuk iUMKM itak ilain 
iagar iusaha imikro idapat itumbuh idan iakhirnya imeningkat imenjadi iusaha ikecil, imeningkat ike 
imenengah, ikemudian imenjadi ibesar. iDikarenakan itarif ipajak iyang icukup imeringankan ipara 
ipelaku iUMKM imembuat ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM ijuga isemakin imeningkat. iBerdasarkan 
ipenjelasan idiatas idapat idisimpulkan ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 
iberpengaruh ipositif iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
 
Pengaruh iPemahaman iPerpajakan iTerhadap iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Pemahaman idiartikan isebagai iproses idari iberjalannya ipengetahuan iseseorang, iperbuatan 
iatau icara imemahami. iPemahaman imerupakan isalah isatu ifaktor ipsikologis idalam ikegiatan 
ibelajar. iMemahami imaksudnya idan imenangkap imakna iadalah itujuan iakhir idari isetiap ibelajar. 
iSeseorang iyang imemahami isesuatu iharus imelewati idan ikemudian iharus imeningkatkan ikualitas 
ipengetahuannya itersebut, idiiringi idengan ipendalaman imaknanya. iPemahaman imemiliki iarti 
iyang isangat imendasar iyang imelekatkan ibagian−bagian ibelajar ipada iproporsinya. 
Hasil iPenelitian i ni isejalan idengan ipenelitian iWulandari i(2016) iyang imenyatakan ibahwa 
ipemahaman iperpajakan iberpengaruh isecara ipositif idan isignifikan iterhadap ikepatuhan iwajib 
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ipajak. iPemahaman iperpajakan iyang idiketahui ioleh iwajib ipajak imerupakan ipengaruh iuntuk 
imelakukan itindakan isesuai idengan iyang idiketahuinya. iBerdasarkan iLuigi i(1999), ikepatuhan 
iterhadap iperaturan iperpajakan iberarti: i(i) ikebenaran ipelaporan iatas idasar ipengenaan ipajak, i(ii) 
ikebenaran iperhitungan iatas ikewajiban ipajak, i(iii) iketepatan iwaktu ipenyampaian isurat 
ipemberitahuan ipajak, idan i(iv) iketepatan iwaktu ipembayaran ipajak iterutang. iDalam ikuesioner 
iyang idisebarkan i ndikator ipemahaman imengenai iperpajakan iantara ilain iwajib ipajak imengetahui 
iketentuan iterkait ikewajiban iperpajakan iyang iberlaku, iwajib ipajak imengetahui ihak idalam 
iperpajakan, imengetahui iperaturan-peraturan imengenai ibatas iwaktu ipelaporan iSurat 
iPemberitahuan i(SPT), imengetahui ifungsi iNomor iPokok iWajib iPajak i(NPWP) isebagai i dentitas 
iwajib ipajak idan itiap iwajib ipajak iharus imemilikinya, imemahami isistem iperpajakan iyang 
idigunakan i(menghitung, imembayar, idan imelapor isendiri), iserta imengetahui ifungsi ipajak, ihal i ni 
isejalan idengan i ndikator ikapatuhan ipajak. iWajib ipajak iyang imemiliki itingkat ipemahaman 
iperpajakan iyang itinggi iakan imemperkecil itingkat ipelanggaran iterhadap iperaturan ipajak idan 
imemperbesar itingkat ikepatuhan iwajib iPajak. iJadi, ijika iwajib ipajak imemahami iperpajakan imaka 
ihal i ni iakan imeningkatkan ikepatuhannya idalam imemenuhi ikewajiban. iHal i ni isesuai idengan iteori 
iatribusi ibahwa ipemahaman iperpajakan iberasal idari ifaktor i nternal, idikarenakan ikemampuan idari 
iwajib ipajak isendiri idalam imemahami iperaturan imaupun idasar idari iperpajakan imaka iusaha idari 
iwajib ipajak i tu isendiri idalam imemahami iperpajakan idapat imeningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak 
iUMKM. 
 
Pengaruh iSosialisasi iPerpajakan iSebagai iPemoderasi iHubungan iPersepsi iWajib iPajak 
iAtas iPenerapan iPP iNo. i23 iTahun i2018 iTerhadap iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Sosialisasi iPerpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan iantara iPersepsi iWajib iPajak 
iAtas iPenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 iterhadap iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM idikarenakan  
imasih ikurangnya isosialisasi iperpajakan iyang idilakukan ioleh iKPP iPratama iDepok ihal i ni 
idibuktikan idengan ijawaban iresponden ipada i tem-item ivariabel isosialisasi iperpajakan iyang itelah 
idiberikan ikepada iresponden. iDari i95 iresponden iyang imengisi ikuesioner ididominasi idengan 
ijawaban inetral iyaitu i tem ipertama i45 irespoden imenjawab inetral, i tem ikedua i55 iresponden 
imenjawab inetral, i tem iketiga i62 iresponden imenjawab inetral, i tem ikeempat i58 iresponden 
imenjawab inetral, idan i tem ikelima i63 iresponden imenjawab inetral. iSehingga irata-rata ivariabel 
isosialisasi iperpajakan idikisaran iskala ilinkert inetral idengan ipoin i3. iKPP iPratama iDepok idapat 
imeningkatkan isosialisasi iperpajakan ikhususnya iterkait iperedaran ibruto itertentu ikepada iwajib 
ipajak isektor iUMKM idengan imemberikan i nformasi iyang ilebih iluas, iartinya idengan icara 
imengunjungi ilokasi iyang idirasa imemiliki ipotensi ibanyak iterdapat iUMKM iditambah ilagi 
isosialisasi iperpajakan i ni iperlu idilakukan idikarenakan iPP iNo i23 itahun i2018 imerupakan iaturan 
ibaru. iSehingga ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 iakan imenjadi itambah 
ipositif. iJangan isampai isosialisasi iperpajakan ihanya isekedar irutinitas iKPP, idimana iwajib ipajak 
itetap isaja imenjalankan iaktivitas iseperti ibiasa idikarenakan isosialisasi iperpajakan ibelum 
imemberikan idampak iyang ibesar. 
Hal i ni ididukung ioleh ipenelitian iyang idilakukan ioleh iKartika i i(2016), iyang imenunjukkan 
ibahwa isosialisasi iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan ipengetahuan ipajak iterhadap 
ikepatuhan iwajib ipajak. iSehingga idapat idiketahui ihasil ihipotesis iditolak ikarena isosialisasi 
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iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan iantara ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. 
i23 itahun i2018 iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
 
Pengaruh iSosialisasi iPerpajakan iSebagai iPemoderasi iHubungan iPemahaman iPerpajakan 
iTerhadap iKepatuhan iWajib iPajak iUMKM 
Sosialisasi iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan iantara ipemahaman iperpajakan 
iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM idikarenakan imasih ikurangnya isosialisasi iperpajakan 
iyang idilakukan ioleh iKPP iPratama iDepok ihal i ni idibuktikan idengan ijawaban iresponden ipada 
i tem-item ivariabel isosialisasi iperpajakan iyang itelah idiberikan ikepada iresponden. iDari i95 
iresponden iyang imengisi ikuesioner ididominasi idengan ijawaban inetral iyaitu i tem ipertama i45 
irespoden imenjawab inetral, i tem ikedua i55 iresponden imenjawab inetral, i tem iketiga i62 iresponden 
imenjawab inetral, i tem ikeempat i58 iresponden imenjawab inetral, idan i tem ikelima i63 iresponden 
imenjawab inetral. iSehingga irata-rata ivariabel isosialisasi iperpajakan idikisaran iskala ilinkert inetral 
idengan ipoin i3. i 
Hal itersebut idapat idari iwajib ipajak iUMKM idi iKota iDepok iyang isebagian ibesar itelah 
imengetahui iadanya isosialisasi iperpajakan ibaik isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung idan 
imengikuti isosialisasi iserta imemperoleh i nformasi iperpajakan imelalui isosialisasi itersebut. 
iNamun, isosialisasi iperpajakan iyang ibaik ibelum itentu idapat imempengaruhi ikepatuhan iwajib 
ipajak iUMKM idi iKPP iPratama iDepok. iHal itersebut idisebabkan ikarena iwajib ipajak itidak idapat 
imemahami idengan ibaik imateri iatau i nformasi iperpajakan iyang idisampaikan ioleh iKPP idan 
ikarena imateri iatau i nformasi iperpajakan itidak ibersifat idetail. iKetidakpahaman iresponden iatau 
iwajib ipajak iterhadap imateri iatau i nformasi iperpajakan iyang idisampaikan idapat idisebabkan 
ikarena ijumlah iwajib ipajak iyang imengikuti isosialisasi ilangsung itersebut icukup ibanyak isehingga 
imateri iatau i nformasi iperpajakan iyang idisampaikan itidak idapat itersampaikan idengan ibaik isecara 
imenyeluruh ikepada ipawa iwajib ipajak idengan ikata ilain isosialisasi itersebut itidak iberjalan idengan  
iefektif. iUntuk isosialisasi itidak ilangsung, idapat idisebabkan ikarena ikegiatan isosialisasi itidak 
ilangsung irelatif isingkat iserta imateri idan i nformasi iperpajakan iyang idisampaikan icenderung 
ibersifat iumum i(tidak idetail) idan imungkin isaja imedia iyang idigunakan itidak isesuai idengan ikajian 
iatau ikurang itepat iuntuk iaudience. iKPP iPratama iDepok idapat imeningkatkan isosialisasi 
iperpajakan idengan ipemasangan i klan idalam ibentuk ispanduk, ibillboard iataupun ibrosur-brosur 
iyang iberlokasi idi itempat iyang istrategis idan ipenyampaian i nformasi iyang imudah idimengerti ioleh 
iwajib ipajak idikarenakan ipemahaman iperpajakan idalam ipenelitian i ni ilebih imenekankan ikepada 
idasar-dasar iperpajakan isecara iumum. 
Hal i ni ididukung ioleh ipenelitian iyang idilakukan ioleh iMeiska i i(2017), iyang imenunjukkan 
ibahwa isosialisasi iperpajakan itidak iberpengaruh iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak. iSehingga idapat 
idiketahui ihasil ihipotesis iditolak ikarena isosialisasi iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan 
iantara ipemahaman iperpajakan iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
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SIMPULAN, iKETERBATASAN iDAN iSARAN 
 
Simpulan 
1. Persepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 imemiliki ipengaruh ipositif iterhadap 
ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. iHasil i ni isesuai idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iZaen 
i(2016). i 
2. Pemahaman iperpajakan imemiliki ipengaruh ipositif iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
iHasil i ni isesuai idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iWulandari i(2016). 
3. Sosialisasi iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan iantara ipersepsi iwajib ipajak iatas 
ipenerapan iPP iNo. i23 itahun i2018 iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM idikarenakan 
ikurangnya isosialisasi iperpajakan ioleh iKPP iPratama iDepok. iHasil i ni isesuai idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iKartika i(2016). 
4. Sosialisasi iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan iantara ipemahaman iperpajakan 
iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM idikarenakan ikurangnya isosialisasi iperpajakan ioleh 
iKPP iPratama iDepok. iHasil i ni isesuai idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iMeiska i(2017). 
 
Dari ihasil iyang idigambarkan idalam ipenelitian i ni, idiketahui ibahwa imasyarakat ikhususnya 
iUMKM isenang idengan ipelaksanaan ipenerapan iPP iNo. i23 iTahun i2018 iyang ilebih imudah 
i(simplicity). iTerkait idengan ipemahaman iperpajakan idapat idilihat ibahwa imasyarakat isudah 
isemakin ipaham idengan iperpajakan idi iIndonesia iyang iakan imeningkatkan ikepatuhan idari iWajib 
iPajak i tu isendiri. iTerbukti idari ihipotesis ipenelitian i ni ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. 
i23 iTahun i2018 idan ipemahaman iperpajakan iberpengaruh ipositif iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak 
iUMKM. i 
Terkait idengan ipelaksanaan ipenerapan iPP iNo. i23 iTahun i2018 idi iKota iDepok isudah iberhasil 
imeningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak itetapi idari ipenelitian i ni imasih ikurangnya isosialisasi iyang 
idilakukan ipihak ipemerintah. iPemerintah iharus ilebih i ntens imelakukan isosialisasi iperpajakan 
ikepada iWajib iPajak ikhususnya iUMKM. iDikarenakan iberdasarkan ihipotesis ipenelitian i ni, 
isosialiasasi iperpajakan itidak idapat imemperkuat ihubungan ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan 
iPP iNo. i23 iTahun i2018 idan ipemahaman iperpajakan iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
iMaka iperlunya isosialisasi iperpajakan iyang ilebih igiat ilagi idilakukan ioleh ipemerintah idalam 
imeningkatkan ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM. 
 
Keterbatasan 
1. Pada isaat ipenelitian i ni idilakukan, ikebijakan ipenerapan iPP iNo. i23 iTahun i2018 imasih ibaru 
iyang imulai idilaksanakan iper i1 iJuli i2018, isehingga ibelum iada iaturan iturunan idari iPP iNo. i23 
iTahun i2018 iyang imembahas iaturan ilebih iteknis. i 
2. Data iyang idiperoleh ihanya idari ikuesioner idan iwawancara iyang ikemungkinan ijawaban 
iresponden itidak ijujur, isehingga itidak imendapatkan ijawaban iyang idiinginkan idalam 
ipenelitian i ni. 
3. Terdapat imultikolinearitas idalam ipenilitian i ni, inamun idapat idiabaikan ibilamana inilai iR2 
itinggi idan isalah isatu idari ikoefisien iregresi isignifikan. 
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Saran iUntuk iPenelitian iSelanjutnya 
Untuk imengembangkan ipenelitian iselanjutnya, isaran iyang idapat idiberikan iadalah isebagai i 
berikut: 
a. Melengkapi ivariabel ipersepsi iwajib ipajak iatas ipenerapan iPP iNo. i23 iTahun i2018 idengan 
idata iyang ilebih ilengkap isetelah iadanya iaturan iturunan iyang imengatur ilebih iteknis iatas 
iperaturan ipemerintah itersebut. 
b. Meneliti ivariabel ilain iselain idari ikedua ivariabel i ndependen iserta isatu ivariabel imoderasi 
iyang imemiliki ipengaruh iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak iUMKM, imisalnya ipengaruh 
isanksi iperpajakan idan ikesadaran iwajib ipajak iterhadap ikepatuhan iwajib ipajak idengan 
isistem iadministrasi iperpajakan isebagai ivariabel imoderasi. 
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